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LAPORAN DWI MINGGUAN

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KOMISI II

Pada hari Senin,
3 April 2023.

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Otorita Ibu Kota a. Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat | 1. Dalam rangka pemenuhan lahan Ibu Kota
Nusantara undang- Komisi II DPR RI Nusantara melalui pelepasan kawasan hutan
undang; dengan Kepala Otorita dan pengadaan tanah, Komisi II DPR RI
b. Pelaksanaan Ibu Kota Nusantaran meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)
keuangan (OIKN), dengan agenda untuk mempercepat proses pengadaan lahan
negara; evaluasi penyelesaian tersebut dengan tetap mempertimbangkan
dan/atau permasalahan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya
c. Kebijakan pertanahan dan tata digunakan untuk pembangunan agar
pemerintah. ruang di Kawasan IKN. kegiatan pembangunan dan pemindahan Ibu

Kota Nusantara (IKN) berjalan sesuai dengan
target yang sudah ditetapkan pada tahun
2024.

2. Terkait dengan penyusunan rencana detail
tata ruang wilayah, Komisi II DPR RI meminta
kepada OIKN agar melakukan pelibatan
publik secara luas dengan
mempertimbangkan kondisi lingkungan,
kegiatan pertambangan, pencemaran pesisir
dan laut, agar kedepan Rencana Detail Tata
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Ruang (RDTR) mampu menciptakan iklim
investasi yang kondusif dan kompetitif,
mencegah kerusakan lingkungan dan
ekosistem hutan, serta melindungi kehidupan
masyarakat di wilayah IKN, termasuk jika
ada wilayah adat, sebagai implikasi
pembangunan infrastruktur IKN.

3. Komisi II DPR RI mendorong Kepala OIKN
untuk segera melakukan percepatan
penyelesaian proses legislasi 6 (enam)
peraturan perundang-undangan terkait tata
ruang dan pertanahan.

Kementerian

Dalam Negeri RI,
KPU RI, Bawaslu
RI, dan DKPP RI

a. Pelaksanaan
undang-
undang;

b. Pelaksanaan
keuangan
negara,;
dan/atau

c. Kebijakan
pemerintah.

Rapat hari Senin,
3 April 2023.

Rapat Kerja/Rapat
Dengar Pendapat
Komisi II DPR RI
dengan Menteri Dalam
Negeri RI, Ketua KPU
RI, Ketua Bawaslu RI,
dan Ketua DKPP RI,
dengan agenda
Penjelasan putusan
Bawaslu terkait
penanganan dugaan
pelanggaran
administrasi Pemilu
2024.

Komisi II DPR RI menegaskan kepada
penyelenggara Pemilu (KPU RI, Bawaslu RI,
dan DKPP RI) harus tetap konsisten
melaksanakan seluruh penyelenggaraan
tahapan Pemilu 2024 berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, termasuk dalam
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang
dalam UU tersebut, terutama dalam
menangani masalah yang terkait dengan
penegakkan hukum pemilu yang hanya
mengenal DKPP untuk pelanggaran kode etik
dan perilaku bagi seluruh jajaran
penyelenggara pemilu, Bawaslu dan PTUN
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KEMENTERIAN/

NO LEMBAGA

OBJEK

PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

untuk sengketa proses, Bawaslu dan
Mahkamah Agung untuk pelanggaran
administrasi, Mahkamah Konstitusi untuk
sengketa hasil pemilu, dan Sentra GAKKUMDU
dan Pengadilan Negeri untuk pelanggaran
pidana pemilu.

3. | Kanwil BPN

a. Pelaksanaan

Kunjungan Kerja Panja

Provinsi Sumatera undang- Evaluasi Penindakan
Utara, Kanwil BPN undang; Mafia Pertanahan, Panja
Provinsi . Pelaksanaan Pemantauan & Evaluasi
Kalimantan keuangan Penataan Tata Ruang,
Timur, dan negara; dan Panja Evaluasi Izin
Kanwil BPN dan/atau Pemanfaatan HGU, HGB
Provinsi . Kebijakan & HPL.
Kalimantan Barat pemerintah.
Tanggal 4 - 6
April 2023.
4. | Kementerian PAN | a. Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi II 1. Komisi II DPR RI meminta kepada
RB undang- DPR RI dengan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur
undang; PAN RB, dengan agenda Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
. Pelaksanaan pembahasan terkait Indonesia (Kementerian PANRB RI) untuk
keuangan penyelesaian tenaga segera menyelesaikan urusan terkait tenaga
negara; honorer secara honorer sebelum tenggat kebijakan
dan/atau menyeluruh dan isu-isu penghapusan tenaga honorer pada 28
. Kebijakan aktual lainnya. November 2023 berdasarkan Pasal 99 ayat (2)
pemerintah. PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen

Hari Senin, 10
April 2023.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
dengan catatan:
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

a. Tidak ada pemberlakuan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) massal kepada
seluruh tenaga honorer;

b. Tidak ada tenaga honorer yang dikurangi
honor yang diterimanya saat ini;

c. Kebijakan yang diambil juga menghindari
adanya pembengkakan anggaran;

d. Menerapkan prinsip keadilan, kompetitif
dan memberikan kesempatan yang sama
bagi seluruh warga negara untuk menjadi
ASN.

. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian

PANRB RI segera melakukan koordinasi
dengan 5 (lima) instansi yang penyampaian
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) masih dalam proses agar hasil
finalisasi pendataan Tenaga Non-ASN dapat
digunakan sebagai data dasar dalam
penyusunan roadmap penyelesaian tenaga
non-ASN.

. Dalam rangka penguatan sistem merit dalam

manajemen ASN, Komisi II DPR RI dan
Kementerian PANRB Republik Indonesia
sepakat untuk melanjutkan pembahasan
Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara.

. Menghadapi perubahan lingkungan global

yang berkembang dan cenderung tidak
terprediksi, Komisi II DPR RI mendukung
Menteri PANRB RI melaksanakan reformasi
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OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

birokrasi tematik khususnya dibidang
digitalisasi administrasi pemerintahan.

. Komisi II DPR RI dan Kementerian PANRB RI

mendukung upaya reformasi birokrasi
termasuk penguatan ASN di lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI untuk itu
menugaskan Sekretaris Kementerian PANRB
RI dan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk
menindaklanjutinya termasuk manajemen
kepegawaian dan tunjangan kinerja
Sekretariat Jenderal DPR RI.

5. | Kementerian ATR
BPN dan Badan
Pelaksana Bank
Tanah

a. Pelaksanaan
undang-
undang;

b. Pelaksanaan
keuangan
negara;
dan/atau

c. Kebijakan
pemerintah.

Pada hari Senin,
10 April 2023.

Rapat Kerja/Rapat
Dengar Pendapat Komisi
II DPR RI dengan
Menteri ATR BPN dan
Kepala Badan Pelaksana
Bank Tanah, dengan
agenda tindak lanjut
hasil kunjungan kerja
panja pengawasan
tentang Panja Evaluasi
Penindakan Mafia
Pertanahan ke Kanwil
BPN Provinsi
Kalimantan Barat, Panja
Pemantauan & Evaluasi
Penataan Tata Ruang ke
Kanwil BPN Provinsi
Kalimantan Timur, dan
Panja Evaluasi Izin

1. Terhadap realisasi anggaran Triwulan I Tahun

Anggaran 2023 Kementerian ATR/BPN RI
sebesar Rp1.194.218.000.000,- atau 15,77%,
Komisi II DPR RI meminta Kementerian
ATR/BPN RI meningkatkan capaian realisasi
anggaran TA 2023 terutama pada program
penyelenggaraan penataan ruang dan
program pengelolaan dan layanan
pertanahan.

. Komisi II DPR RI meminta Kementerian

ATR/BPN untuk melakukan evaluasi
menyeluruh terkait hak guna usaha (HGU),
hak guna bangunan (HGB) dan hak
pengelolaan (HPL) yang terjadi karena
tumpang tindih, ketidaksesuaian
peruntukkannya, masuk ke dalam kawasan
hutan maupun karena perubahan tata ruang
sehingga memberikan kepastian hukum.
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KEMENTERIAN/

NO LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Pemanfaatan HGU, HGB
& HPL ke Kanwil BPN
Provinsi Sumatera
Utara.

3. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian
ATR/BPN untuk meningkatan pengawasan
berkaitan dengan pemberian HGU dan
perpanjangannya harus disertai dengan
kewajiban plasma bagi masyarakat minimal
20 persen sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian
ATR/BPN untuk segera merevisi Peraturan
Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020
tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus
Pertanahan khususnya pada BAB V Pasal 32
ayat 1 — 2 tentang Pembatalan Produk Hukum
untuk meminimalisir ruang gerak mafia
tanah.

S. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian
ATR/BPN untuk berkoordinasi dengan
Kementerian terkait dalam rangka
menyelesaikan permasalahan tanah
transmigrasi yang tidak sesuai dengan
peruntukannya.

6. | KPU RI, Bawaslu
RI, DKPP RI, dan
Kementerian

Dalam Negeri RI

a. Pelaksanaan
undang-
undang;

b. Pelaksanaan
keuangan
negara,;
dan/atau

Rapat Dengar Pendapat
Komisi II DPR RI dengan
Ketua KPU, Ketua
Bawaslu, Ketua DKPP,
dan Dirjen Politik dan
Pemerintahan
Kementerian Dalam
Negeri RI, dengan

Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
(BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Republik
Indonesia (DKPP RI) menyetujui:
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KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
c. Kebijakan agenda pembahasan dan| 1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan
pemerintah. persetujuan terkait 2 Umum (R-PKPU) sebagai berikut:

(dua) Rancangan a. Rancangan PKPU tentang Pencalonan

Hari Rabu, 12 Peraturan KPU tentang: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

April 2023. Pencalonan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rakyat Daerah dan Kabupaten/Kota.
Dewan Perwakilan b. Rancangan PKPU tentang Perubahan
Rakyat Daerah Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Kabupaten/Kota dan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Pencalonan Perseorangan Peserta
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Anggota Dewan
Pemilihan Umum Nomor Perwakilan Daerah.
10 Tahun 2022 tentang . Dengan catatan agar KPU RI memperhatikan
Pencalonan masukan-masukan dari Anggota Komisi II
Perseorangan Peserta DPR RI, Kementrian Dalam Negeri, Bawaslu
Pemilihan Umum RI dan DKPP RI.
Anggota Dewan
Perwakilan Daerah.

7. | Ombudsman RI a. Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat | 1. Terdapat 64 Kementerian/Lembaga dan

dan Komisi
Aparatur Sipil
Negara

undang-
undang;

b. Pelaksanaan
keuangan
negara,;
dan/atau

c. Kebijakan
pemerintah.

Komisi II DPR RI dengan
Ketua Ombudsman RI
dan Ketua Komisi
Aparatur Sipil Negara,
dengan agenda evaluasi
penyelenggaraan
pelayanan publik,
evaluasi penerapan
sistem merit dalam
kebijakan dan

Pemerintah Daerah yang masih masuk zona
merah dalam hasil survei kepatuhan
penyelenggaraan pelayanan publik tahun
2022, untuk itu Komisi II DPR RI meminta
Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
meningkatkan kinerja pengelolaan
pengaduan masyarakat secara aktif dan
mendorong Kementerian/Lembaga,
pemerintah daerah untuk menerapkan
standar pelayanan publik sesuai dengan
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KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Hari Rabu, 12 manajemen ASN, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang
April 2023. isu-isu aktual lainnya. Pelayanan Publik.

. Terhadap 3 (tiga) instansi teratas yang

mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu
Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan
Nasional, dan Kepolisian RI, Komisi II DPR RI
meminta Ombudsman Republik Indonesia
untuk meningkatkan penyelesaian laporan
masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik dan meningkatkan upaya
pencegahan maladministrasi.

. Pada tahun 2022 nilai tertinggi peta sebaran

evaluasi penerapan sistem merit di Indonesia
masih didominasi wilayah barat Indonesia,
untuk itu Komisi II DPR RI meminta Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk
melakukan percepatan penerapan sistem
merit di wilayah timur Indonesia, khususnya
pada daerah 3 T (Terluar, Terdepan, dan
Tertinggal).

. Komisi II DPR RI mendorong Komisi Aparatur

Sipil Negara (KASN) untuk meningkatkan
koordinasi dengan kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah yang belum membentuk
Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Instansi
(PMPSM) guna memastikan penerapan sistem
merit di instansi pemerintah berjalan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

5. Terhadap proses pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi (JPT) yang ditempatkan tidak sesuai
dengan kompetensi atau tidak sesuai
prosedur, Komisi II DPR RI mendorong KASN
untuk meningkatkan pengawasan sebagai
upaya peningkatan kualitas proses seleksi,
pencegahan kecurangan, dan dugaan
pelanggaran sistem merit dalam pengisian
JPT.

6. Komisi II DPR RI meminta KASN untuk
melakukan pengawasan atas pembinaan
profesi ASN terutama pada aspek
perlindungan terhadap ASN agar terhindar
dari pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode
perilaku, dan netralitas.

8. | Pemerintah a. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi | -
Daerah Kota undang- II DPR RI pada Reses
Cimabhi, undang; Masa Persidangan IV
Pemerintah . Pelaksanaan Tahun Sidang Tahun
Daerah Kota keuangan 2022-2023 ke Kota
Bekasi, negara; Cimahi, Kota Bekasi,
Pemerintah dan/atau dan Kota Tangerang.
Daerah Kota . Kebijakan
Tangerang, dan pemerintah.

seluruh mitra
Komisi II DPR RI

Pusat dan Daerah.

Tanggal 14 - 18
April 2023.
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A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI III

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Penyusunan - Berdasarkan Keputusan Rapat Intern | RUU Usul Inisiatif Komisi
RUU tentang PENYADAPAN Komisi III DPR RI tanggal 15 Maret [II DPR RI.
2023 bahwa draf RUU tentang
Penyadapan yang telah disusun oleh
Tim Badan Keahlian DPR RI akan
disampaikan kepada Baleg guna
dilakukan pengharmonisasian,
pembulatan dan pemantapan
konsepsi RUU tentang Penyadapan.
2. Penyusunan -—- Tim Badan Keahlian DPR RI masih Amanat Pasal 43J UU
RANCANGAN PERATURAN memperbaiki Rancangan Peraturan Nomor 5 Tahun 2018
DPR RI tentang DPR RI tentang TPPT berdasarkan tentang Penetapan
PEMBENTUKAN TIM masukan Komisi III tanggal 31 Peraturan Pemerintah
PENGAWAS Januari 2023. Pengganti Undang-Undang
PEMBERANTASAN Nomor 1 Tahun 2002
TERORISME (TPPT) tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme.
3. Pembahasan Rapat Intern | Berdasarkan Keputusan Rapat Intern
RUU tentang HUKUM Komisi III Komisi III DPR RI tanggal 15 Maret
ACARA PERDATA DPR RI 2023, bahwa Komisi III masih
(selanjutnya disebut tanggal 15 menunggu kesiapan Pemerintah
dengan Maret 2023. | dalam melakukan Pembahasan RUU
RUU TENTANG HAPER) tentang Haper.

10
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. Pembahasan Rapat Intern | Berdasarkan Keputusan Rapat Intern

RUU tentang PERUBAHAN Komisi III tanggal 15 Maret 2023 dan mengacu

KEDUA ATAS UU NOMOR tanggal 15 pada Laporan Panja dalam Rapat

35 TAHUN 2009 tentang Maret 2023. | Intern tanggal 9 Februari 2023,

NARKOTIKA
(selanjutnya disebut
dengan RUU tentang

Komisi III masih menunggu kesiapan
Pemerintah dalam penyusunan draf
RUU tentang Narkotika yang

NARKOTIKA) menggabungkan UU Psikotropika
dan UU Narkotika.
5. Pembahasan Rapat Intern | Rapat Intern Panja RUU tentang

RUU tentang PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS UU
NOMOR 24 TAHUN 2003
tentang MAHKAMAH
KONSTITUSI

(selanjutnya disebut
dengan

RUU tentang MAHKAMAH
KONSTITUSI)

Panja tanggal
30 Maret
2023, pukul
10.00 WIB.

RDPU
tanggal 30
Maret 2023,
pukul 14.00
WIB.

Rapat Panja
Tanggal 3
s.d. 5 April
2023.

Mahkamah Konstitusi dilaksanakan
tanggal 30 Maret 2023 membahas
mengenai Rencana kerja
Pembahasan DIM dengan
Pemerintah.

RDPU dengan Prof. DR. Jimly
Assidiqgie dan Prof. DR. Maruarar
Siahaan, guna mendapatkan
masukan terkait dengan RUU
tentang Mahkamah Konstitusi.

Panja RUU tentang Mahkamah

Konstitusi melaksanakan

pembahasan DIM bersama dengan

Pemerintah.

Dalam Panja disepakati bahwa :

a. DIM yang bersifat TETAP dapat
disetujui, dengan catatan dapat

11
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INFO SINGKAT

KETERANGAN

dibuka kembali bila berkaitan
dengan DIM yang bersifat
Substansi;

b. DIM yang bersifat REDAKSIONAL
dapat diserahkan langsung ke
Timus/Timsin, dengan catatan
mengikuti hasil pembahasan
Panja; dan

c. Pembahasan DIM yang bersifat
SUBSTANSI dan DIM yang bersifat
SUBSTANSI BARU dapat
dilakukan secara berurutan.

Pokok-pokok bahasan RUU tentang

Mahkamah Konstitusi :

1. Batas usia minimal calon hakim
konstitusi;

2. Masa jabatan hakim konstitusi;

3. Kewenangan dan jumlah
keanggotaan Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi (MKMK);
dan

4. Usulan substansi baru, yaitu
prinsip Nemo judex in causa sua.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1.

Menteri Hukum dan
Ham RI

Membahas:

1. Rencana dan Target
Kinerja Kemenkumham
Tahun 2023.

2. Peningkatan Kualitas
dan Profesionalitas
Kerja.

Raker tanggal 29 Maret
2023, pukul 11.00 WIB.

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan
Menkumham dilaksanakan tanggal 29 Maret
2023 dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI,
Bp Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A.

Dalam kesempatan ini Komisi III DPR RI
memberikan berkas pengaduan masyarakat
yang disampaikan melalui Komisi III DPR RI
kepada Menteri Hukum dan HAM RI, serta
menyerahkan laporan hasil Kunjungan Kerja
Reses Masa Persidangan II dan III Tahun
Sidang 2022-2023 yang menyangkut
permasalahan serta kebutuhan anggaran
yang berkaitan dengan bidang tugas Kantor
Wilayah Kemenkumham Provinsi DKI
Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi
Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara,
Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua
Barat.

Kesimpulan Rapat:

1. Komisi III DPR RI meminta Menteri
Hukum dan HAM RI dan seluruh
jajarannya untuk meningkatkan kinerja
dalam pencapaian target dan pelaksanaan
program kerja di tahun 2023, serta terus
meningkatkan transfomasi pelayanan
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

publik yang mendukung pertumbuhan
ekonomi nasional.

2. Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan
HAM RI bersepakat untuk melakukan
percepatan pembahasan dan penyelesaian
Rancangan Undang-Undang, terutama
terhadap RUU tentang Narkotika untuk
dapat mendukung reformasi sistem
peradilan pidana terpadu.

3. Komisi Il DPR RI meminta Menteri
Hukum dan HAM RI untuk
mengoptimalkan implementasi UU
Pemasyarakatan dan membuat desain
besar (masterplan) strategi penyelesaian
over-population yang terjadi di berbagai
Lembaga Pemasyarakatan serta
diserahkan kepada Komisi III DPR RI.

4. Komisi III DPR RI meminta Menteri
Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan
fungsi pengawasan terhadap orang asing
dan melakukan pencegahan pelanggaran
keimigrasian secara ketat dan kolaboratif
bersama seluruh pihak terkait sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketua dan Anggota
Komite Koordinasi
Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan
TPPU

Membahas:

Informasi LHA PPATK atas
permasalahan di
Kemenkeu.

RDPU tanggal

RDPU Komisi III DPR RI dengan Komite
Koordinasi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang (Komite TPPU) tanggal 11 April 2023,
dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI,
Bapak H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.LKom.
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

S.H., LL.M.

.DR. Yenti

Garnasih, S.H.,
M.H.

Masukan narasumber
terkait dengan Transaksi
Keuangan yang
mencurigakan dikaitkan
dengan TPPU.

RDPU tanggal 6 April
2023.

DPR RI dengan DR. Yunus Husein, S.H.,
LL.M., dan DR. Yenti Garnasih, S.H., M.H.
tanggal 6 April 2023, dipimpin oleh Wakil
Ketua Komisi III DPR RI, Bapak Ir. Pangeran
Khairul Saleh, M.M.

Masukan dari DR. Yunus Husein, S.H., LL.M.

1. Terhadap LHA dan LHP PPATK setidak-

tidaknya perlu dilakukan 3 hal:

a. Rekonsiliasi data antara
Menkopolhukam, Menkeu dan PPATK.

b. Perlu ditindaklanjuti dengan
penyelidikan oleh penyidik atau
investigasi khusus oleh Irjen Kemenkeu.

c. DPR dapat memantau tindak lanjut
pelaksanaan LHA dan LHP PPATK.

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
29 Maret 2023, pukul
15.00 WIB.

3. . Kepolisian Daerah | Kunjungan Kerja Spesifik | Kunker Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi
Kalimantan Ke Kalimanatan Selatan Kalimantan Selatan tanggal 31 Maret s.d. 2
Selatan tangal 31 Maret s.d. 2 April 2023 dalam rangka pengawasan

. Kepala Kantor April 2023. pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai
Wilayah dengan peraturan perundang-undangan dan
Kemenkumham penggunaan Tenaga Kerja Asing di
Kalimantan perusahaan yang seharusnya dilakukan
Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-

. Manajemen PT. undangan.

Sumber Daya
Energi (SDE)
4. .DR. Yunus Husein, | Membahas: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. LHA dan LHP PPATK mengindikasikan

adanya TPA dan/atau TPPU. Tugas
penyidikan untuk melakukan penyelidikan
untuk mencari bukti permulaan apakah
ada TPA dan/atau TPPU. Sepanjang ada
bukti permulaan yang cukup mengenai
TPA, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 TPPU
dapat dilanjutkan dengan penyidikan,
karena sudah jelas ada tindak pidana dan
calon pelakunya.

Masukan dari DR. Yenti Garnasih, S.H., M.H.

1. Pentingnya merahasiakan dokumen

sebagaimana Pasal 11 adalah karena saat
LHA tersebut dikirimkan ke penyidik,
harta kekayaan hasil kejahatan termasuk
mutasi transaksi yang diduga terkait
(involving predicate offences) atau
transaksi yang tidak sesuai dengan profile,
yang apabila kemudian benar-benar hasil-
hasil kejahatan-pada saat LHA dilaporkan
belum dilakukan upaya paksa untuk
pengamanan harta yang diduga dari hasil
kejahatan.

. PPATK sendiri hanya bisa sekedar

menunda transaksi sementara dalam
waktu yang terbatas (dalam jangka waktu
5 hari dan dapat diperpanjang selama 15
hari).
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

Perlindungan Hukum bagi
Pemilik & Penghuni
Apartemen Graha
Cempaka Mas (GCM).

RDPU tanggal 10 April
2023.

DPR RI dengan Sdr. Saurip Kadi dkk tanggal
10 April 2023, dipimpin oleh Wakil Ketua
Komisi III DPR RI, Bp Ir. Pangeran Khairul
Saleh, M.M.

Aduan yang disampaikan Saurip Kadi dkk

1. Para Pemilik dan penghuni apartemen
GCM menginginkan adanya gelar perkara
secara langsung terkait polemik kasus
Graha Cempaka Mas agar dapat
disaksikan secara langsung oleh Komisi III
DPR RL

2. Kepengurusan PPRS para penghuni
adalah PPRS yang sah sesuai dengan
Putusan MA Tahun 2018.

3. BPN telah mengeluarkan Surat BPN
Jakarta Pusat dengan No.:
H.P.02.02/2636-31.71-300 tertanggal 20
Agustus 2021 yang mana kepemilikan PT
Duta Pertiwi telah dicoret dan beralih
menjadi Pengurusan PPRS.

4. Dari 886 jumlah unit rusun, ada 228 unit
rusun yang diputus listrik dan airnya.

5. Pengurus RW Apartemen Cempaka Mas
menyampaikan bahwa seluruh warga
Apartemen Graha Cempaka Mas sangat
kompak.

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
3. Penyidik, penuntut yang bisa melakukan
pemblokiran, penyitaan, dan lain-lain.
5. | Saurip Kadi dkk. Membahas: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Masukan Komisi [II DPR RI

1. UU Rusun Pasal 57 ayat (1) telah
mengatur jumlah iuran yang wajib
disetorkan sesuai jumlah luasan
apartemen yang dimilikinya per meter
persegi.

2. Pengadu agar menyampaikan kronologis
singkat terkait kedudukan pengadu,
teradu, keunggulan dan kelemahan teradu
secara detail untuk ditindaklanjuti oleh
Komisi IIT DPR RI.

3. Pengadu telah melakukan pertemuan
dengan Menteri LBP dan dari 37 laporan
yang telah disampaikan kepada aparat
penegak hukum, lalu bagaimana tindak
lanjut dari pertemuan dan laporan
tersebut.

4. Mengusulkan kepada Pimpinan Komisi III
DPR RI agar memanggil teradu, yaitu
pengelola rusun (PT Duta Pertiwi) yang
sampai menurunkan aparat kepolisian
dan satpam yang begitu banyak di
apartemen GCM.

. Kepala PPATK
. Menko Bidang

Politik, Hukum,
dan
Keamanan/Ketua
Komite TPPU

Membahas :

Lanjutan Raker Komisi III
dengan Kepala PPATK
tanggal 21 Maret 2023
dan RDPU tanggal 29
Maret 2023.

Raker Komisi III dengan Kepala PPATK dan
RDPU dengan Komite Koordinasi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU)
tanggal 11 April 2023, dipimpin oleh Wakil
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

Komite TPPU

. Para Pejabat

Eselon I di K/L
yang tergabung
dalam Komite
TPPU

11 April 2023.

Menkopolhukam /Ketua Komite TPPU
memberikan penjelasan mengenai 7 poin
hasil pertemuan dengan Menteri Keuangan
dan Kepala PPATK tanggal 10 April 2023,
yang intinya adalah tidak ada perbedaan
data transaksi mencurigakan antara
keterangan Menkopolhukam dengan Menteri
Keuangan.

Menteri Keuangan/Anggota Komite TPPU
memberikan penjelesan terkait dengan dana
yang mencuigakan hasil laporan PPATK:

1. Tidak ada perbedaan data antara Menko
Polhukam dengan Menteri Keuangan
terkait transaksi agregat Rp349T karena
berasal dari sumber yang sama yaitu dari
PPATK.

2. Seluruh surat dan informasi PPATK ke
Kemenkeu ditangani dan ditindaklanjuti
sesuai mekanisme dan peraturan yang

berlaku serta dilakukan secara akuntabel.

3. Koordinasi dan komunikasi Kemenkeu
dan PPATK selama ini berjalan baik dan
akan dijaga seterusnya.

4. Kemenkeu terus bekerja sama dengan
baik dan sungguh-sungguh dengan
PPATK, APH, dan Kementerian/Lembaga

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
. Menteri Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Ahmad
Keuangan/Anggota | Raker dan RDPU tanggal | Sahroni, S.E., M.I.Kom.
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

terkait di bawah koordinasi Komite TPPU
dalam rangka menjalankan tugas:
Mengamankan Penerimaan Negara dan
Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang

5. Kemenkeu akan terus menjalankan tugas
sebagai Bendahara Negara sesuai amanat
UU, dan siap bekerja sama dengan
seluruh pemangku kepentingan dan KL
lain untuk menjaga dan merancang
kebijakan keuangan untuk menjaga
perekonomian, meningkatkan
kemakmuran rakyat secara berkeadilan
dan menjaga NKRI.

Kepala Kepolisian
Negara RI (Kapolri)

Membahas:

1. Evaluasi kinerja dan
capaian POLRI Tahun
2022, termasuk
evaluasi pengamanan
Natal Tahun 2022 dan
Tahun Baru 2023.

2. Rencana Kerja di
Tahun 2023, program
prioritas, dan strategi
dalam pencapaiannya
beserta DIPA tahun
2023.

Raker tanggal 12 April
2023.

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri
dilaksanakan tanggal 12 April 2023 dipimpin
oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp H.
Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.

Dalam kesempatan ini Komisi III DPR RI
memberikan berkas pengaduan masyarakat
yang disampaikan melalui Komisi III DPR RI
kepada Kapolri, serta menyerahkan laporan
hasil Kunjungan Kerja Reses Masa
Persidangan I, II dan III Tahun Sidang 2022-
2023 yang menyangkut permasalahan serta
kebutuhan anggaran yang berkaitan dengan
bidang tugas Polda Kalimantan Timur, Polda
Bangka Belitung, Polda Sulawesi Selatan,
Polda Metro Jaya DKI Jakarta, Polda Jawa
Barat, Polda Sulawesi Utara, Polda Sulawesi
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Tenggara, dan Polda Maluku Utara, serta
Polda Papua Barat.

Kesimpulan Rapat :

1.

Komisi III DPR RI menerima capaian
kinerja Polri tahun 2022 dan mendukung
rencana kerja dan program-program yang
menjadi prioritas Polri di tahun 2023 serta
melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan dan pencapaiannya.

Komisi III DPR RI meminta Kapolri untuk
terus meningkatkan peran Kepolisian
dalam penanganan perkara yang terkait
dengan upaya optimalisasi pendapatan
negara dan kesejahteraan masyarakat
secara adil dan transparan serta
mendukung upaya Kapolri terkait
penegakan hukum melalui pendekatan
keadilan restoratif dengan selalu
memperhatikan aspek transparansi dan
akuntabilitas perkara.

Komisi III DPR RI meminta Kapolri agar
cepat dan tegas dalam memberantas
peredaran narkoba, perdagangan manusia
(human trafficking), perjudian dan
investasi ilegal dengan memutus jaringan
internasional serta meningkatkan
koordinasi dengan lembaga lain.
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang Rapat Dengar Pendapat RDPU untuk mendapatkan masukan atas Pembahasan

KONSERVASI Umum Panitia Kerja Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Usulan Tk. I RUU.
SUMBER DAYA Komisi IV DPR RI tanggal | Pemerintah atas RUU tentang Konservasi
ALAM HAYATI DAN | 10 April 2023 mengenai Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
EKOSISTEMNYA Pembahasan RUU dari Pakar/Akademisi Bidang Konservasi,

tentang Konservasi sebagai berikut:

Sumber Daya Alam 1. Prof. Dr. Ir. Hadi Sukadi Alikodra, M.S. -

Hayati dan Pakar Konservasi Alam dan Pengelolaan

Ekosistemnya. Margasatwa IPB University;

2. Prof. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F. -
Pakar Konservasi dan Manajemen
Kawasan IPB University;

3. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc.,
IPU - Pakar Pengelolaan Satwa Liar;

4. Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D. - Pakar
Zoologi dan Biologi Konservasi Ul;

5. Prof. Dr. Ir. Ferdinan Yulianda, M.Sc. -
Pakar Ilmu Manajemen Sumberdaya
Perairan IPB;

6. Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun, S.Hut,
M.Si, FLS - Pakar Konservasi, Kehutanan,
dan Lingkungan Hidup Universitas Papua;
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

SUMBER DAYA
ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA

Komisi IV DPR RI 11
April 2023 mengenai
Pembahasan RUU
tentang Konservasi
Sumber Daya Alam
Hayati dan
Ekosistemnya.

Pemerintah atas RUU tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
dari Pelaku Kegiatan Konservasi, sebagai
berikut:

1. Yayasan Badak Indonesia (YABI);

2. Dr. drh. Muhammad Agil, M.Sc.Agr. -
Pakar Teknologi Reproduksi, [Imu
Kebidanan dan Kemajiran Hewan IPB
University;

3. Yayasan Konservasi RASI;

4. Yayasan Konservasi Laut Indonesia.

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2. | RUU tentang Rapat Dengar Pendapat RDPU untuk mendapatkan masukan atas Pembahasan
KONSERVASI Umum Panitia Kerja Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Usulan Tk. I RUU.
SUMBER DAYA Komisi IV DPR RI tanggal | Pemerintah atas RUU tentang Konservasi
ALAM HAYATI DAN | 10 April 2023 mengenai Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
EKOSISTEMNYA Pembahasan RUU dari Pemerhati Konservasi, sebagai berikut:
tentang Konservasi 1. Yayasan Konservasi Alam Nusantara
Sumber Daya Alam (YAKN);
Hayati dan Ekosistemnya | 2. Pokja Konservasi;
3. Koalisi Masyarakat Sipil (Working Group
ICCA’s Indonesaia/WGII);
4. M. Riza Damanik, Ph.D - Penulis Buku
Menuju Konservasi Laut yang Pro
Lingkungan dan Pro Rakyat;
S. Bapak Putu Ardana (Masyarakat Adat
Bali).
3. | RUU tentang Rapat Dengar Pendapat RDPU untuk mendapatkan masukan atas Pembahasan
KONSERVASI Umum Panitia Kerja Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Usulan Tk. I RUU.
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. |a. Pemerintah Provinsi Jawa Kunjungan Kerja Kunjungan ke Pasar Induk
Barat; Spesifik Komisi IV DPR Gede Bage dan Gudang Bulog
b. Pemerintah Kota Bandung; RI Masa Persidangan IV | Gede Bage Kota Bandung
c. Kementerian Pertanian; Tahun Sidang 2022- Jawa Barat untuk meninjau
d. Kementerian Kelautan dan 2023 ke Provinsi Jawa ketersediaan pangan pada
Perikanan; Barat tanggal 30 Maret - | Bulan Ramadhan dan
e. Badan Pangan Nasional; 1 April 2023. menjelang Hari Raya Idul Fitri
f. Perum BULOG; 1444 H.
g. PT RNI/Holding Pangan/ID
FOOD;
h. PT Berdikari (Persero);
i. Manajemen Pasar Induk Gede
Bage; serta
j- Divre Bulog Gede Bage Kota
Bandung.
2. |a. Pemerintah Provinsi Jawa Kunjungan Kerja Kunjungan ke Pasar
Tengah; Spesifik Komisi IV DPR Bulakamba Kabupaten Brebes
b. Pemerintah Kabupaten Brebes; | RI Masa Persidangan IV | untuk meninjau ketersediaan
c. Kementerian Pertanian; Tahun Sidang 2022- pangan pada Bulan Ramadhan
d. Kementerian Kelautan dan 2023 ke Provinsi Jawa dan menjelang Hari Raya Idul
Perikanan; Tengah tanggal 30 Maret | Fitri 1444 H.
e. Badan Pangan Nasional, - 1 April 2023.
f. Polda Jawa Tengah/Satgas
Pangan Provinsi Jawa Tengah;
g. Perum BULOG;
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
h. PT RNI/Holding Pangan/ID
FOOD; serta
i. Manajemen Pasar Bulakamba.

3. |a. Pemerintah Provinsi Jawa Kunjungan Kerja Kunjungan ke Pasar

Timur; Spesifik Komisi IV DPR Wonokromo dan Pasar

b. Pemerintah Kota Surabaya; RI Masa Persidangan IV | Tanjung Anom di Kota

c. Kementerian Pertanian; Tahun Sidang 2022- Surabaya untuk meninjau

d. Kementerian Kelautan dan 2023 ke Provinsi Jawa ketersediaan pangan pada
Perikanan; Timur tanggal 30 Maret - | Bulan Ramadhan dan

e. Badan Pangan Nasional; 1 April 2023. menjelang Hari Raya Idul Fitri

f. Perum BULOG; 1444 H.

g. PT RNI/Holding Pangan/ID
FOOD; serta

h. Manajemen Pasar Wonokromo
dan Pasar Tanjung Anom.

4. |a. Kepala Badan Pangan Nasional; | Rapat Dengar Pendapat | Membahas:

b. Dirut Perum Bulog; tanggal 3 April 2023. 1. Upaya Peningkatan

c. Dirut PT Pupuk Indonesia Produksi dan Produktivitas
(Persero); dan Komoditas; serta

d. Dirut PT RNI (Persero)/ Holding 2. Isu-isu Aktual lainnya.
Pangan/ID Food

5. |Eselon 1 Kementerian Pertanian Rapat Dengar Pendapat | Membahas Rencana dan
tanggal 4 April 2023. Program Kerja Tahun 2023
pasca Rapat Kerja tanggal 27
Maret 2023.

6. |a. Eselon 1 Kementerian Rapat Dengar Pendapat | Membahas Rencana dan
Lingkungan Hidup dan tanggal 6 April 2023. Program Kerja Tahun 2023
Kehutanan; serta pasca Rapat Kerja tanggal 28

b. Badan Restorasi Gambut dan Maret 2023.
Mangrove
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

7.

Eselon 1 Kementeri Kelautan dan
Perikanan

Rapat Dengar Pendapat
tanggal 6 April 2023.

Membahas Rencana dan
Program Kerja Tahun 2023
pasca Rapat Kerja tanggal 29
Maret 2023.
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Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Rencana Perubahan UNDANG-UNDANG RDP dengan Mendengarkan penjelasan

BIDANG TRANSPORTASI Kepala Badan BKD DPR RI tentang

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 | Keahlian DPR RI kajian atas Undang-
tentang PENERBANGAN (UNDANG- dilaksanakan undang Bidang
UNDANG TENTANG PENERBANGAN pada Rabu, 5 Transportasi yang perlu

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN April 2023. dlakukan revisi untuk
2008 tentang PELAYARAN (UNDANG- diajukan ke Prolegnas.

UNDANG TENTANG PELAYARAN

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2007 tentang PERKERETAAPIAN
(UNDANG-UNDANG tentang
PERKERETAAPIAN

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

OBJEK
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | KEMENTERIAN PUPR Kunsfik Meninjau kesiapan insfrastruktur dan
e Ditjen Bina Marga, BPJT dilaksanakan pada | transportasi mudik lebaran tahun 2023
KEMENTERIAN hari Kamis s.d. ke:
PERHUBUNGAN Sabtu tanggal 30
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2. BMKG

dilaksanakan pada
Kamis s.d. Sabtu
tanggal 6 s.d. 8
April 2023.

1. Stasiun Meteorologi Kelas 3
Budiarto Tangerang;

2. Sekolah Tinggi Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (STMKG)
Pondok Betung Tangerang Selatan;

3. Bumdes Wijaya Kusuma, Desa
Situsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.

OBJEK
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
e Ditjen Perhubungan Udara, | Maret s.d. 1 April 1. Yogyakarta (Stasiun Tugu dan
Ditjen Perhubungan Darat, | 2023. persiapan Tol Joglo-Semar).
Ditjen Perhubungan Laut, 2. Surabaya (Stasiun Wonokromo, dan
Dan Perkeretaapian Tol Surabaya-Banyuwangi Exit Tol
e PT. ANGKASA PURA I, PT. Besuki);
PELNI, PT. KAI, dan PT. 3. Semarang (Stasiun Tawang, Tol
ASDP, Badan Usaha Jalan Semarang-Solo Exit Tol Salatiga, dan
Tol Surabaya-Banyuwangi Terminal Terboyo).

2. | 1. KEMENTERIAN Raker/RDP Membahas mengenai kesiapan
PERHUBUNGAN dilaksanakan pada | insfrastruktur dan transportasi Mudik
KEMENTERIAN PUPR Selasa, 4 April Lebaran tahun 2023.

2. BMKG 2023.
3. BASARNAS
4. KAKORLANTAS POLRI
3. | 1. KEMENTERIAN DESA PDTT | Kunsfik Meninjau :

4. | DITJEN BINA KONTRUKSI
(MENGHADIRKAN KEPALA
BP2JK SELURUH INDONESIA)

RDP dilaksanakan
pada Selasa, 11
April 2023.

1. Evaluasi penyelenggaraan proses
tender;

2. Membahas pemberdayaan penyedia
jasa kontruksi di daerah untuk
proyek-proyek infrastruktur;

3. Lain-lain.
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DITJEN PERHUBUNGAN
DARAT

GUBERNUR JAWA BARAT
GUBERNUR JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TIMUR

pada Rabu, 12
April 2023.

pemanfaatan jalan Pantura;

2. Lain-lain.

OBJEK
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
S. DITJEN BINA MARGA RDP dilaksanakan 1. Membahas tentang preservasi dan
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. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VI

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Pakar Faisal Basri a. Pelaksanaan undang- Mendapatkan masukan
undang; agar Indonesia dapat
b. Pelaksanaan keuangan memiliki Index Komoditas
negara; Nasional dan Sistem
c. Kebijakan pemerintah. Perdagangan yang efisien
dan transparan.
Rapat Dengar Pendapat Umum
tanggal 30 Maret 2023, pukul
11.00 WIB.
2. | BUMN RI a. Pelaksanaan undang-

undang;

b. Pelaksanaan keuangan
negara;

c. Kebijakan pemerintah.

Rapat Kerja tanggal 3 April
2023 pukul 10.00 WIB.

Pembahasan mengenai aksi
korporasi PT. Telkom
Indonesia (Persero) Tbk
tentang Penataan B2C dan
B2B di PT Telkom Grup).

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
3. |a. PT Garuda Indonesia a. Pelaksanaan undang- Pembahasan tentang
(Persero) Thk undang; kesiapan BUMN
b. PT Pelayaran Nasional b. Pelaksanaan keuangan transportasi menghadapi
Indonesia (Persero) negara; mudik puasa dan Hari Raya
c. PT Kereta Api Indonesia c. Kebijakan pemerintah. Idul Fitri Tahun 2023 dan
(Persero) lain lain.
d. PT Citilink Indonesia Rapat Dengar Pendapat tanggal
e. PT ASDP Indonesia Ferry 3 April 2023 pukul 14.00 WIB.
(Persero)
f. Perum Damri
4. |a. PT Pelabuhan Indonesia a. Pelaksanaan undang- 1. Pembahasan tentang
(Persero) undang; Kesiapan BUMN Logistik,
b. PT Jasa Marga (Persero) b. Pelaksanaan keuangan Infrastruktur, dan
Tbk negara; pendukung lainnya dalam
c. PT Angkasa Pura I c. Kebijakan pemerintah. menghadapi mudik puasa
d. PT Angkasa Pura II dan Hari Raya Idul Fitri
e. PT Hutama Karya Rapat Dengar Pendapat tanggal Tahun 2023.
(Persero) 10 April 2023 pukul 10.00 2. Lain-lain.
f. PT Waskita Karya WIB.
(Persero) Thk
g. Perum LPPNPI/Airnav
Indonesia
5. |a. PT Rajawali Nusantara a. Pelaksanaan undang- 1. Pembahasan tentang
Indonesia (Persero)/ID undang; Kesiapan BUMN Pangan
FOOD b. Pelaksanaan keuangan dan Perkebunan dalam
b. Perum Bulog negara; menghadapi mudik
c. PT Perkebunan Nusantara c. Kebijakan pemerintah. puasa dan Hari Raya

III (Persero)

Idul Fitri Tahun 2023.
2. Lain-lain

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Rapat Dengar Pendapat tanggal
11 April 2023 pukul 10.00
WIB.

a. PT Pertamina (Persero)
b. PT PLN (Persero)

a. Pelaksanaan undang-
undang;

b. Pelaksanaan keuangan
negara;

c. Kebijakan pemerintah.

Rapat Dengar Pendapat tanggal
11 April 2023 pukul 14.00
WIB.

Pembahasan tentang
kesiapan BUMN Energi
menghadapi mudik Puasa
dan Hari Raya Idul Fitri
1444H.

Wamen BUMN 11

a. Pelaksanaan undang-
undang;

b. Pelaksanaan keuangan
negara;

c. Kebijakan pemerintah.

Rapat Kerja tanggal 12 April
2023 pukul 10.00 WIB.

Pembahasan terkait PMN
untuk Aviata dan IFG
(Bahana).

Wamen BUMN 1

a. Pelaksanaan undang-
undang;

b. Pelaksanaan keuangan
negara;

c. Kebijakan pemerintah.

Rapat Kerja tanggal 12 April
2023 pukul 14.00 WIB.

Pembahasan mengenai
Rencana restrukturisasi PT
Rekayasa Industri.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang PERUBAHAN Rapat Intern 1. Persetujuan draft RUU Migas
KEDUA ATAS UNDANG UNDANG dilaksanakan pada untuk diserahkan ke Badan
NOMOR 22 TAHUN 2001 tanggal 12 April Legislasi.
TENTANG MINYAK DAN GAS 2023.

BUMI 2. Lain-lain.

2. | RUU tentang ENERGI BARU DAN -
ENERGI TERBARUKAN

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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(30 Maret — 13 April 2023)

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. |a. Dirjen Migas a. Pelaksanaan undang- Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII
Kementerian ESDM undang; DPR RI dalam rangka Pemantauan
b. Dirjen b. Pelaksanaan keuangan | Cadangan BBM, Gas dan Pasokan
Ketenagalistrikan negara; Listrik menjelang Idul Fitri 2023,
Kementerian ESDM c. Kebijakan Pemerintah. |yaitu:
c. Kepala BPH Migas a. Peninjauan TBBM Panjang PT
d. Dirut PT Pertamina Kunjungan Kerja Sp631ﬁk Pertamina (Persero) di Bandar
(Persero) dilaksanakan pada Lampung, Lampung;
e. Dirut PT PLN Persero tanggal 30 Maret — 1 April b. Peninjauan PLN UID di Kota
f. Ketua Umum 2023. L
HISWANA Migas Tangerang Provinsi Banten;
c. Peninjauan ke TBBM PT
Pertamina (Persero) di
Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
2. | Dirut PT Pertamina a. Pelaksanaan undang- a. Penjelasan terkait insiden
(Persero) undang; meledaknya Kilang Pertamina RU II
b. Pelaksanaan keuangan Dumai.
negara; b. Rencana mitigasi kecelakaan untuk
c. Kebijakan Pemerintah. seluruh infrastruktur PT Pertamina
(Persero).
Dilaksanakan pada tanggal | c. Lain-lain.
4 April 2023, Pukul 11.00
WIB.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
3. | Dirjen Migas a. Pelaksanaan undang- a. Progres Pembangunan
Kementerian ESDM undang; Infrastruktur Pipa Gas Bumi
menghadirkan P.elaksana b. Pelaksanaan keuangan Cisem Tahap I Tahun 2022 dan
EembangunaniCisem negara; rencana Tahap Il Tahun 2023.
c. Kebijakan b. Lain-lain.
Pemerintah.
Dilaksanakan pada tanggal
4 April 2023, Pukul 13.00
WIB.
4. |a. Dirjen Minerba ESDM a. Pelaksanaan undang- Kunjungan Kerja Spesifik Komisi
b. Dirut PT Pertamina undang; VII DPR RI ke:
(Persero) b. Pelaksanaan keuangan |a. PT Smelting Indonesia di Gresik,
c. Dirut PT PLN Persero negara; Provinsi Jawa Timur;
c. Kebijakan Pemerintah. |b. Peninjauan progress smelter PT
d. Dirut PT Smelting Amman Mineral Nusa Tenggara
Indonesia &8
e. Dirut PT Amman K}lnjungan kerja Spesifik di Sumbawa Barat, Nusa
Mineral Nusa Tenggara d11aksana}kan pada tanggal Tenggara Barat;
f. Dirut PT Parenggean 5 -7 April 2023. c. PT Parenggean Makmur
Makmur Nusantara Nusantara (Pertemuan di
Palangkaraya), Provinsi
Kalimantan Tengah.
5. | Ketua Umum HIPMI a. Pelaksanaan undang- Audiensi terkait isu-isu terkini

undang;
b. Pelaksanaan keuangan
negara;

yang berkaitan dengan energi

nasional.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
c. Kebijakan Pemerintah.
Dilaksanakan pada tanggal
10 April 2023 Pukul 11.00
WIB.
6. a. Direktur Utama PHE a. Pelaksanaan undang- a. Strategi peningkatan kegiatan
b. Direktur Utama PHR undang; hulu migas Tahun 2023;
o Direktur Utama PHM b. Pelaksanaan keuangan | b. Realisasi lifting Triwulan I Tahun
negara; 2023
c. Kebijakan Pemerintah. c. Lain-lain.
Dilaksanakan pada tanggal
10 April 2023, Pukul 13.00
WIB.
7. | a. Dirjen Migas a. Pelaksanaan undang- a. Progres pembahasan Tata Cara
Kementerian ESDM RI undang; Penetapan Penggunaan Harga Gas
b. Dirjen IKFT b. Pelaksanaan keuangan Bumi Tertentu (HGBT) Bidang
Kemenperin RI negara; Industri,
P gara; o
. . b. Lain-lain.
c. Kebijakan Pemerintah.
Dilaksanakan pada tanggal
11 April 2023, Pukul 10.00
WIB.
8. | Wakil Ketua Umum KADIN |a. Pelaksanaan undang- Audiensi terkait peningkatan iklim

Bidang Peningkatan
Kualitas Manusia, Ristek
dan Inovasi

undang;
b. Pelaksanaan keuangan
negara;

investasi dan kepastian hukum bagi
investor di sektor hulu migas.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

c. Kebijakan Pemerintah.

Dilaksanakan pada tanggal
11 April 2023, Pukul 13.00
WIB.

a. Direktur Utama PT
Indonesia Battery
Corporation (IBC)

b. Direktur Utama MIND-
ID

c. Direktur PT Antam,
Tbk

a. Pelaksanaan undang-
undang;

b. Pelaksanaan keuangan
negara;

c. Kebijakan Pemerintah.

Dilaksanakan pada tanggal
12 April 2023, Pukul 10.00
WIB.

a. Progres investasi ekosistem
baterai listrik;

b. Rencana pasokan bahan baku
baterai listrik;

c. Lain-lain.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. | Badan Nasional | Pelaksanaan | Komisi VIII DPR RI dapat memahami penambahan
Penanggulangan | Program dan | anggaran BNPB Tahun 2023 sebesar

Bencana (BNPB) | Anggaran Rp1.225.500.000.000,- (Satu triliun dua ratus dua puluh
Tahun 2023. | lima miliar lima ratus juta rupiah) untuk bantuan stimulan
rumah rusak akibat gempa di Kabupaten Cianjur atau
naik dari pagu awal sebesar Rp1.036.186.769.000,- (Satu
triliun tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh enam
juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) menjadi
Rp2.261.686.769.000,- (Dua triliun dua ratus enam puluh
satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus
enam puluh sembilan ribu rupiah).

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Dirjen PHU Pengaturan Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan Dirjen PHU
Kemenag RI Haji Khusus. Kementerian Agama RI mengenai kebijakan
penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1444 H/

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Tahun 2022 dan
mendorong peningkatan capaian pengumpulan ZIS
dan DSKL untuk Tahun 2023 agar dampaknya dapat
dirasakan oleh masyarakat.

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2023 M mencakup alokasi kuota untuk jamaah haji
khusus, data jumlah Penyelenggara Ibadah Haji
Khusus (PIHK), tahap pelunasan, pengembalian
keuangan haji khusus dan kegiatan pengawasan haji
khusus.
2. | Badan Amil Zakat | Pelaksanaan Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian
Nasional (BAZNAS) | Program Zakat | pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqgah (ZIS) dan
Tahun 2023. Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) Badan Amil

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang Dalam Rapat Konsultasi
Kesehatan Pengganti Rapat Bamus DPR

RI tanggal 3 April 2023 telah
diputuskan menyetujui
pembahasan RUU tentang
Kesehatan ditugaskan kepada
Komisi IX DPR RI.

2. Rabu, 05 April 2023 Pukul 11.00 WIB | Penyampaian Penjelasan
Rapat Komisi IX DPR RI dengan Badan | /Keterangan atas RUU
Legislasi DPR RI. tentang Kesehatan.

3. Rabu, 05 April 2023 Pukul 14.00 WIB | Pengantar Musyawarah dalam
Raker Komisi IX DPR dengan : rangka Pembicaraan Tingkat I
1. Menteri Kesehatan /Pembahasan RUU tentang
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan.

Riset dan Teknologi;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan,;
6. Menteri Hukum dan HAM RI.

4. Rabu, 05 April 2023 Pukul 15.10 WIB | Penyusunan Jadwal
Rapat Internal Panja RUU tentang pembahasan RUU tentang
Kesehatan. Kesehatan dan Penetapan

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Ketua Panja RUU tentang
Kesehatan.

Senin, 10 April 2023 Pukul 13.00 WIB
Rapat Internal Panja RUU tentang
Kesehatan.

1. Penyusunan kluster materi
RUU tentang Kesehatan.

2. Penyusunan jadwal
pembahasan kluster materi
RUU tentang Kesehatan.

3. Penyusunan mekanisme
pembahasan kluster materi
RUU tentang Kesehatan.

4. Persetujuan stakeholder
yang akan diundang dalam
setiap kluster.

Senin, 10 April 2023 Pukul 16.30
Rapat Panja RUU tentang Kesehatan
dengan Ketua Panja Pemerintah.

1. Penyusunan kluster materi
RUU tentang Kesehatan,

2. Penyusunan jadwal
pembahasan kluster materi
RUU tentang Kesehatan,

3. Mekanisme pembahasan
kluster materi RUU tentang
Kesehatan.

Selasa, 11 April 2023 Pukul 10.00 WIB

Rapat Panja RUU tentang Kesehatan

dengan:

1. Masyarakat Hukum Kesehatan
Indonesia (MHKI)

2. Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI)

Mendapatkan masukan
terkait Pembicaraan Tingkat
[/Pembahasan RUU tentang
Kesehatan.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Rapat Panja RUU tentang Kesehatan
dengan :

1.

Pengurus Perhimpunan Rumah
Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)

terkait Pembicaraan Tingkat
[/Pembahasan RUU tentang
Kesehatan.

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

3. Yayasan Pemberdayaan Konsumen
Kesehatan Indonesia (YPKKI)

4. Koordinator Advokasi BPJS Watch

5. Forum Dokter Susah Praktik
(FDSP)

6. Prof. Dr. Darmawansyah, SE., M.Si
- Public Health Faculty Universitas
Hassanudin Makassar

7. Prof. Dr. dr. Herkutanto, SpF (K),
S.H., LLM, FACLM

8. Universitas Indonesia
(CHEPS/ Center for Health
Economics and Policy Studies)

9. Yang terhormat Tim Kajian RUU
Kesehatan UGM (FKKMK, Fisipol,
Hukum, FKG)

10. dr. Pandu Riono, MPH, PhD

11. Ikatan Alumni Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesa

12. Prof. Dr. dr. M. Ahmad Djojosugito,
Pemerhati Pendidikan Kedokteran
dan Pelayanan Kesehatan

13. Center for Public Mental Health,
Fakultas Psikologi UGM

8. Selasa, 11 April 2023 Pukul 12.30 WIB | Mendapatkan masukan

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

2. Pengurus Asosiasi Rumah Sakit
Vertikal Indonesia (ARVI)

3. Pengurus Asosiasi Rumah Sakit
Daerah (ARSADA)

4. Pengurus Asosiasi Rumah Sakit
Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI)

S. Pengurus Perhimpunan Klinik Dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Indonesia (PKFI)

6. Pengurus Asosiasi Klinik Indonesia
(ASKLIN)

7. Pengurus Asosiasi Apotek
Indonesia (ASAPIN)

8. Pengurus Asosiasi Perusahaan
Laboratorium Pengujian dan
Kalibrasi Fasilitas Kesehatan
(ALFAKES)

9. Pengurus Asosiasi Dinas Kesehatan
Seluruh Indonesia (ADINKES)

10. Pengurus Asosiasi Pemerintah
Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)

11. Pengurus Asosiasi Pedagang Besar
Farmasi (PBF)

9. Selasa, 11 April 2023 Pukul 15.00 WIB | Mendapatkan masukan

Rapat Panja RUU tentang Kesehatan
dengan :

1.

Lembaga Kesehatan Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama;

terkait Pembicaraan Tingkat
I/Pembahasan RUU tentang
Kesehatan.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2. Majelis Pembina Kesehatan Umum
Muhammadiyah;
3. Bidang Kesehatan Persekutuan
Gereja-Gereja di Indonesia;
4. Bidang Kesehatan Konferensi
Waligereja Indonesia;
5. Bidang Kesehatan Majelis Tinggi
Agama Khonghucu Indonesia;
6. Parisada Hindu Dharma Indonesia
(PHDI);
7. Pengurus Keluarga Besar Medis
Buddhis Indonesia.
10. Selasa, 11 April 2023 Pukul 19.00 WIB | Mendapatkan masukan

Rapat Panja RUU tentang Kesehatan

dengan:

1. Pengurus Kamar Dagang dan
Industri (KADIN) Indonesia;

2. Pengurus Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO);

3. Pengurus Gabungan Perusahaan
Farmasi Indonesia (GP FARMASI);

4. Pengurus International
Pharmaceutical Manufacturer Group
(IPMG);

5. Pengurus Gabungan Pengusaha
Jamu Dan Obat Tradisional
Indonesia (GP JAMU);

terkait Pembicaraan Tingkat
[/Pembahasan RUU tentang
Kesehatan.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

10.

11.

Pengurus Gabungan Produsen
Makanan Minuman Indonesia
(GAPPMI);

Pengurus Asosiasi Pemerintah
Kabupaten Seluruh Indonesia
(APKSI);

Pengurus Asosiasi Pengobatan
Tradisional Ramuan Indonesia
(ASPETRI);

Pengurus Gabungan Pengusaha
Alat Kesehatan dan Laboratorium
(GAKESLAB);

Pengurus Perkumpulan Dokter
Pengembang Obat Tradisional Dan
Jamu Indonesia;

Pengurus Perkumpulan Pengobat
Tradisional Interkontinental
Indonesia (PPTII).

11.

Rabu, 12 April 2023 Pukul 10.00 WIB
Rapat Panja RUU tentang Kesehatan
dengan:

1.

2.

3.

Pengurus Ikatan Bidan Indonesia
(IBI);

Pengurus Persatuan Perawat
Nasional Indonesia (PPNI);
Pengurus lkatan Dokter Indonesia
(IDI);

Pengurus Perkumpulan Dokter
Seluruh Indonesia (PDSI);

Mendapatkan masukan
terkait Pembicaraan Tingkat
[/Pembahasan RUU tentang
Kesehatan.
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5. Pengurus Ikatan Ahli Gizi
Kesehatan Masyarakat Indonesia;

6. Pengurus Persatuan Ahli Farmasi
Indonesia (PAFI);

7. Pengurus lkatan Kesehatan
Masyarakat Indonesia (IAKMI);

8. Pengurus Perhimpunan Sarjana
Kesehatan Masyarakat Indonesia
(PERSAKMI);

9. Pengurus Ikatan Apoteker
Indonesia (IAI);

10. Pengurus Masyarakat Farmasi
Indonesia (MFI);

11. Pengurus Perhimpunan Dokter
Puskesmas Indonesia (PDPKMI);

12. Pengurus Perhimpunan Dokter
Umum Indonesia (PDUI);

13. Pengurus Perhimpunan Dokter Gigi
Indonesia (PDGI);

14. Pengurus Asosiasi Institusi
Pendidikan Kedokteran Indonesia
(AIPKI);

15. Pengurus Gabungan Pengusaha
Alat Kesehatan Dan Laboratorium
(GAKESLAB).

12. Rabu, 12 April 2023 Pukul 14.00 WIB | Pembahasan kluster dalam

Rapat Panja RUU tentang Kesehatan
dengan Ketua Panja Pemerintah.

RUU tentang Kesehatan.
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13. Kamis, 13 April 2023 Pukul 13.00 WIB | Melanjutkan Pembahasan
Rapat Panja RUU tentang Kesehatan kluster dalam RUU tentang
dengan Ketua Panja Pemerintah. Kesehatan.
14. Jum’at, 14 April 2023 Pukul 13.30 WIB | Melanjutkan Pembahasan
Rapat Panja RUU tentang Kesehatan kluster dalam RUU tentang
dengan Ketua Panja Pemerintah. Kesehatan.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Menteri Ketenagakerjaan Rapat Kerja pada 1. Kesiapan Kemenaker dalam
Senin, 03 April 2023. implementasi Permenaker Nomor 4
Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial
PMI;

2. Strategi penguatan kualitas
pendidikan dan pelatihan vokasi
berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun
2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

3. Evaluasi terhadap target dan capaian
program satu BLK UPTP di tiap
provinsi;
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. Evaluasi dan progres penyiapan SDM
terampil pada 5 (lima) destinasi wisata
super prioritas.
2. | Dirut BPJS Kesehatan dan | Rapat Dengar . Evaluasi pelaksanaan program JKN

Dewas BPJS Kesehatan

Pendapat pada Selasa,
04 April 2023.

termasuk tingkat kolektabilitas iuran,
proses laporan Dana Jaminan Sosial
(DJS) Kesehatan Tahun 2022 dan
hasil cleansing data kepesertaan BPJS
Kesehatan;

. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

(RKAT) BPJS Kesehatan Tahun 2023,
termasuk penjelasan perluasan kerja
sama dengan fasilitas pelayanan
kesehatan dan penguatan program
kemitraan,;

. Penyampaian hasil pengawasan

terhadap kinerja BPJS Kesehatan dan
pelaksanaan jaminan sosial kesehatan
Tahun 2022;

. Penyampain rencana program kerja

Dewas BPJS Kesehatan untuk
penguatan tugas pokok dan fungsinya
sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.
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A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 RUU 4 April 2023 - Kemenparekraf/Baparekaf RI
Kepariwisataan | RDP Panja RUU menyampaikan mengenai substansi
Kepariwisataan dengan pengaturan RUU dengan menekankan 5
Eselon I pilar pembangunan kepariwisataan yang
Kemenparekraf/Baparekraf. terdiri atas destinasi pariwisata, industri
pariwisata, pemasaran, sumber daya
Agenda: manusia dan kelembagaan pariwisata
Pembahasan Hasil beserta isu-isu strategis yang melingkupi
konsultasi serta area pengaturannya.
Kemenparekraf/Baparekraf S pilar dan substansi yang disampaikan
tentang RUU belum dikonsultasikan dengan K/L lain
Kepariwisataan yang terkait, namun baru pembahasan di
internal Kemenparekraf/Baparekraf RI.
2 12 April 2023 Panja RUU Kepariwisataan telah
Rapat Intern Panja RUU menyepakati poin-poin arah pengaturan
Kepariwisataan. dan substansi yang akan diatur dalam
RUU Kepariwisataan. Poin-poin tersebut
Agenda: akan dimasukkan dalam draf RUU
Pembahasan draf RUU Kepariwisataan untuk menyempurnakan
Kepariwisataan untuk draf RUU sebelumnya yang telah di
dikirim ke Baleg. disusun oleh tim BKD.
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- Draf RUU Kepariwisataan akan
dikirimkan ke Baleg pada Masa
Persidangan V TS 2022-2023.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO PIHAK KEGIATAN OBYEK INFO SINGKAT KETERANGAN
PENGAWASAN
1. | Komunitas S April 2023 Perpustakaan - Komunitas perpustakaan
Perpustakaan, RDPU Panja menyampaikan paparan,
antara lain: Peningkatan masukan, dan saran
1. Asma Nadia Literasi dan mengenai Peningkatan
(Rumah Baca Tenaga Literasi dan Tenaga
Asma Nadia); Perpustakaan Perpustakaan, khususnya di
2. Isa Alamsyah (PLTP). daerah.

(Rumah Baca
Asma Nadia);

3. Ismail Fahmi
(Kadisdik Kota
Tegal);

4. Dr. Yusqon, M.Pd

(Pengelola TBM
Sakila Kerti);

5. Sismiyati, M.Pd
(Pustakawan

- Beberapa poin yang
disampaikan panja setelah
mendapatkan masukan dari
para komunitas
perpustakaan, yaitu:

a. Perlu terobosan efektif
untuk meningkatkan
minat baca anak supaya
menjadi budaya dan

merubah pola pikir orang

tua agar lebih memilih
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TBM Sakila buku tidak hanya
Kerti); makanan.

6. Nirwan Arsuka Perlu sinergitas antara
(Faunder Pustaka gerakan membaca dan
Bergerak menulis.

Indonesia); Mendorong kartu pelajar

7. Radmi Adi sekaligus sebagai kartu
(Ketua Perahu perpustakaan.

Pustaka Penguatan literasi
Lampung); dilakukan dengan

8. M. Hamdani membuat perpustakaan
(Wakil Ketua lebih menarik, nyaman,
Perahu Pustaka menyenangkan agar
Lampung); masyarakat menyukai

9. Gunawan Trip membaca.
(Koordinator Mendukung free cargo
Program dan literasi diberlakukan
Pengembangan kembali untuk
Rimba Watukebo mendukung literasi di
Jember); Indonesia.

10. Rayya Sri Sadana
(Komikus Kawan
Belajar Anak
Rimba);

11. Rachardi

Adriyanto (Staf
Media Kawan
Belajar Anak
Rimba);
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12. Muhammad Fadli
Pratama (Kepala
Perpustakaan
Desa Gunung
Putri);

13. Ika Yulianti
Hidayat
(Sekretariat
Perpustakaan
Desa Gunung
Putri).

LAM Mandiri PT

RDPU Komisi X
DPR RI.

Pendidikan

Perwakilan masing-masing LAM
M PT menyampaikan beberapa
hal terkait dengan akan
terbitnya Peraturan
Mendikbudristek tentang
Penjaminan Mutu,
mengusulkan beberapa hal
berikut ini:

a. Menolak RPM versi 1
terutama bertentangan
dengan Undang-Undang
(sudah direvisi)

b. Menunda Pemberlakuan RPM
versi 2 minimal 4 Tahun

c. Berdasarkan pengalaman
waktu 2 tahun tidak cukup,
karena banyak yang harus
disesuaikan (perencanaan,
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penyusunan instrumen, uji
coba instrumen, pengesahan
instrumen, pelatihan asesor,
diseminasi kepada asesor
dan prodi, implementasi,

serta mendesain ulang sistem

IT). Sehingga disarankan
minimal 4 tahun setelah
ditetapkan.

d. Diperlukan pembahasan
bersama dengan LAM untuk
menjaga keberlangsungan
LAM yang dibentuk oleh
pemerintah dan merupakan
Amanah UU.

Kunker Panja
Peningkatan
Literasi dan
Tenaga
Perpustakaan
(PLTP) ke
Kabupaten Lebak,
Kabupaten
Karawang dan
Kota Semarang.

Perpustakaan

Permasalahan utama yang
ditemukan dalam kunjungan
kerja Panja PLTP ini yaitu

» Keterbatasan jumlah buku
untuk perpustakaan;

* bantuan dari dana BOS
hanya diberikan untuk buku
mata pelajaran saja;

» keterbatasan jumlah tenaga
perpustakaan, kurangnya
sarana dan prasarana, dan;

* tenaga perpustakaan yang
belum memiliki sertifikat;

*» Banyak Komunitas
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perpustakaan atau
komunitas literasi di daerah
berdiri atas inisiatif warga
namun kurang mendapat
dukungan dari pemerintah.
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BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | KSB - BKSAP | Rapim ke-38 BKSAP Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Fadli Zon, S.S. M.Sc. (F-
DPR RI tanggal 30 PGerindra) memimpin Rapat Pimpinan BKSAP ke-38
Maret 2023. secara virtual pada hari Kamis (30/03/2023).

Rapim juga turut dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua
BKSAP DPR RI yaitu Gilang Dhielafararez (F-PDIP),
Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD) dan Dr. H.
Mardani Ali Sera (F-PKS).

Rapim membahas berbagai rencana program BKSAP di
Masa Persidangan IV dan V, khususnya terkait
penyelenggaraan sidang - sidang side event AIPA,
seperti AIPACODD, ASEAN-AIPA Leaders Interface
Meeting dan Sidang Coordinating Committee WAIPA.
Dibahas juga rencana partisipasi BKSAP DPR RI di
sidang - sidang Asian Parliamentary Assembly (APA),
OECD Parliamentary Network dan lainnya.

Rapat juga membahas perkembangan aktivitas Grup
Kerja Sama Bilateral dengan negara-negara sahabat,
Tamu - Tamu Parlemen dan kunjungan diplomasi
perorangan guna memaksimalkan berbagai program
kerja BKSAP di masa persidangan mendatang.

2. | KSB - BKSAP | Courtesy Call Ketua Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR
BKSAP DPR RI dengan | RI, Dr. Fadli Zon, menerima kunjungan Duta Besar
Duta Besar Hungaria
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untuk Indonesia
tanggal 31 Maret 2023.

Hungaria untuk Indonesia, H.E. Ms. Lilla Karsay, di
Fadli Zon Library, Jakarta, pada Jumat (31/03/2023).

Pertemuan tersebut membahas potensi kolaborasi
strategis dan upaya penguatan kerja sama yang
berkelanjutan, serta peran parlemen dalam penguatan
hubungan bilateral kedua negara. Salah satu kerja
sama strategis dibidang infrastruktur ialah
pembangunan Multi-Lane Free-Flow (MLFF) Electronic
Payment System, dengan nilai investasi sebesar US$
300,0000 yang merupakan public-private
partnership/kerja sama pemerintah dengan badan
usaha antara Hungaria dan Indonesia, diproyeksikan
akan rampung pada akhir tahun 2023. “Proyek ini
merupakan tonggak penting dan contoh yang sangat
baik dari penguatan hubungan bilateral kedua negara,”
ujar Ketua BKSAP. Ia juga menyambut positif
komitmen Pemerintah Hungaria dalam proyek ini,
sekaligus meyakini manfaat penggunaan teknologi dan
inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan
menanggulangi masalah lalu lintas.

Kerja sama dibidang pendidikan juga menjadi salah
satu poin diskusi — sebanyak 110 mahasiswa
Indonesia memperoleh beasiswa penuh dari
Pemerintah Hungaria untuk pendidikan tinggi tiap
tahunnya. “Pada tahun 2023 ini kami menerima
hampir 1.500 aplikasi di Indonesia, sebagian besar
untuk program doktoral dan pascasarjana. Sebanyak
1.000 pelajar dari kawasan Asia Tenggara serta 12.000
dari seluruh dunia memperoleh beasiswa ini tiap
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tahunnya,” ujar Ms. Karsay. Ketua BKSAP sepakat
akan pentingnya kolaborasi di sektor pendidikan,
khususnya untuk memperkuat hubungan antar
masyarakat dan landasan/kapital relasi bilateral
jangka panjang bagi kedua negara.

Kedua pihak juga mendorong penguatan kerja sama
kebudayaan, termasuk potensi program pertukaran
budaya, riset kolaboratif dan pengayaan koleksi
museum. Terkait isu perang Rusia di Ukraina,
keduanya menyampaikan harapan penyelesaian
konflik secara damai dan proteksi kelompok marjinal,
termasuk kelompok minoritas etnis Hungaria di
wilayah konflik. Kerja sama inter-parlementer melalui
berbagai jaringan dan forum global, termasuk IPU
(Inter-Parliamentary Union), juga diharapkan dapat
diperkuat. Selain itu, Ketua BKSAP yang juga
merupakan Wakil Ketua GOPAC (Global Organization of
Parliamentarians against Corruption), mengundang
Parlemen Hungaria untuk turut berpartisipasi dalam
jaringan parlementer dibidang anti-korupsi tersebut. la
juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk
memperkuat stabilitas kawasan dan kerja sama cross-
region dalam Presidensi ASEAN dan AIPA 2023, yang
didukung oleh Dubes Hungaria.

KSR - BKSAP

PCAsia’s Seminar on
Parliamentary
Negotiation and
Meditation: Technics,
Skills, and Experiences

Pimpinan BKSAP Dr. H. Mardani Ali Sera (F-PKS) dan
Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) bersama dengan
Anggota BKSAP Ir. Hugua (F-PDIP), Hj. Adde Rosi
Khoerunnisa, M.Si. (F-PG) dan Drs. Fathan Subchi
Badawi, MAP (F-PKB) menghadiri gelaran hari kedua
Seminar International on Parliamentary Negotiation
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tanggal 4 - 8 April

2023.

yang diselenggarakan oleh ASEAN Inter-Parliamentary
Assembly (AIPA) bekerja sama dengan PCAsia pada 5-7
April 2023 di Siem Reap, Kamboja.

Seminar dihadiri oleh parlemen dari Indonesia,
Kamboja, Thailand, Vietnam, Lao PDR, Senat Perancis,
Perwakilan Pemerintah Swiss dan CSO asal Jerman,
membahas mekanisme dan praktik diplomasi parlemen
oleh Organisasi Parlemen Supranasional dan Regional
serta teknik mediasi dan negosiasi dalam konteks
relasi internasional dan regional.

Dr. Mardani Ali Sera menjadi narasumber dalam
seminar dimaksud yang menyampaikan paparan
mengenai “Indonesia: Negotiation within the Legislative
and Between the Executive” dan “Negotiation in the
Legislative Process: Case of Indonesia Job Creation Law”
(UU Cipta Kerja).

Ir. Hugua mengapresiasi Uni Eropa sebagai organisasi
supranasional yang mengarah pada global governance
serta dapat mengintegrasikan kondisi politik dan
moneter negara anggotanya. Ia berharap ASEAN dapat
memperkuat integrasi di kawasan untuk menghadapi
kondisi geopolitik dunia yang bergerak ke arah Asia
Pasifik.

Dr. Mardani Ali Sera menyoroti keunikan sistem politik
di Parlemen Uni Eropa yang merepresentasikan 7
afiliasi politik di Eropa., di mana Fraksi politik di
Parlemen Uni Eropa ini dapat berbeda dengan kondisi
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di lingkup nasional. Mardani rekomendasikan Uni
Eropa sebagai organisasi di jantung Eropa mengambil
peran dalam menjembatani dan memediasi perang
antara Ukraina dan Russia.

Pada sesi kedua seminar, Dr. Mardani Ali Sera juga
menyerukan kerja sama antara anggota parlemen AIPA
secara nasional untuk tingkatkan kesadaran
masyarakat tentang keberadaan AIPA dengan
memanfaatkan platform media sosial.

Sedangkan Ir. Hugua menyoroti perbedaan sistem
politik dan pandangan ASEAN Member States yang
masih menjadi faktor sulitnya menemukan persamaan
atau common ground antar parlemen di Asia Tenggara.
Ia berharap kehadiran AIPA dapat menjembatani
perbedaan yang ada.

Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, M.Si. mendukung inisiasi
pembentukan Caucus for Women Politicians di Asia
Tenggara. Diharapkan AIPA melalui Sidang WAIPA
dapat bersinergi mendorong partisipasi perempuan
dalam politik dan sebagai anggota parlemen.

KSB - BKSAP

Courtesy Call Ketua
BKSAP dengan Dubes
Jerman untuk
Indonesia tanggal 4
April 2023.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR
RI, Dr. Fadli Zon, menerima kunjungan Duta Besar

Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, H.E.

Mrs. Ina Lepel di Fadli Zon Library pada hari Selasa
(04/04/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKSAP
menyampaikan apresiasinya atas berbagai upaya
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penguatan hubungan bilateral Indonesia — Jerman
yang telah dilakukan kedua pihak. BKSAP melalui
kerangka diplomasi parlemen telah aktif bergerak
dalam penguatan peran Parlemen Indonesia di forum
regional dan multilateral, seperti IPU, APPF, GOPAC
dan AIPA. BKSAP juga telah membentuk Grup Kerja
Sama Bilateral dengan 102 negara termasuk dengan
Parlemen Jerman.

Pada forum Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA),
DPR RI akan memegang keketuaan pada tahun ini,
dimana Sidang Umum forum tersebut akan diadakan
pada bulan Agustus 2023. Secara khusus, Ketua
BKSAP menyambut baik jika Parlemen Jerman ingin
menjadi Observer di AIPA karena itu merupakan
bentuk penguatan kerja sama ASEAN dan Jerman.
Kedepannya, BKSAP akan terus mendukung dan
menyambut baik penguatan hubungan DPR RI dan
Indonesia dengan Parlemen Jerman, Pemerintah
Jerman serta berbagai organisasi non pemerintah asal
Jerman yang ada di Indonesia.

KSB - BKSAP

Courtesy Call Ketua
BKSAP dengan Dubes
Tanzania untuk
Indonesia tanggal 4
April 2023.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR
RI, Dr. Fadli Zon, menerima kunjungan Duta Besar
Tanzania untuk Indonesia, H.E. Mr. Machocha Moshe
Tembele di Fadli Zon Library pada hari Selasa
(04/04/2023).

Ketua BKSAP sekaligus Ketua Grup Kerja Sama
Bilateral (GKSB) DPR RI — Parlemen Tanzania, Dr. Fadli
Zon, menyambut baik kehadiran Duta Besar Tanzania
untuk Indonesia dalam rangka penguatan hubungan
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bilateral Indonesia — Tanzania serta membahas
berbagai rencana program kerja sama antara GKSB
Tanzania dan Parlemen Tanzania.

Disepakati bahwa GKSB DPR RI — Parlemen Tanzania
dan pihak Parlemen Tanzania akan mengadakan
pertemuan virtual pada bulan Mei ataupun Juni 2023
untuk mengawali berbagai rencana kegiatan dari
kedua belah pihak. Terkait kunjungan GKSB ke
Tanzania, akan diadakan pada tahun 2024.

6. | KSI - BKSAP PUIC Virtual Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR
Emergency Meeting to RI, Dr. Fadli Zon menghadiri zoom meeting yang
discuss the Emergency | diadakan oleh Komisi Palestina PUIC. Pertemuan ini

Situation in Palestine membahas langkah yang akan diambil PUIC terkait
tanggal 10 April 2023. | serangan Israel ke Masjid Al-Agsa pada tanggal 5 April
2023 lalu.

Dalam intervensinya, Dr. Fadli Zon menyampaikan
beberapa poin penting, yakni:

1. Menerbitkan surat terbuka yang mewakili PUIC
tentang situasi terkini di Palestina pada umumnya
dan kompleks Masjid Al-Agsha pada khususnya.

2. Surat tersebut harus menyatakan sikap PUIC
terhadap masalah tersebut sebagai berikut:

a. Kecamannya dalam istilah terkuat atas
serangan Israel baru-baru ini di Al-Agsa.

b. Mempertimbangkan langkah tersebut sebagai
rutinitas biadab yang disengaja oleh Israel.

c. Sangat mendesak masyarakat internasional,
khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk
datang dengan tindakan nyata bukan
pernyataan yang sangat normatif.
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d. Meminta PBB untuk mengambil langkah-
langkah antisipatif untuk mencegah kejadian
serupa terjadi di masa depan seperti
pengerahan pasukan penjaga perdamaian di
kompleks Al-Agsa setiap Ramadhan di bawah
koordinasi Yordania sebagai penjaga kompleks
Masjid Al-Agsa.

e. Mengingatkan bahwa langkah tersebut sangat
dimaksudkan untuk “menyahudikan” Masjid
Al-Agsa seperti yang telah terjadi pada Masjid
Ibrahimi di Hebron, di mana setengah dari
masjid tersebut diubah menjadi sinagog setelah
tahun 1967.

f. Kebutuhan mendesak untuk memobilisasi
tindakan global untuk menekan Israel agar
mematuhi hukum internasional termasuk
kontrol ilegalnya atas Yerusalem Timur.

g. Menuntut Persatuan Antar-Parlemen untuk
secara resmi mengeluarkan surat protes yang
dikirim ke Knesset yang menyatakan
keprihatinan serius dari anggota parlemen
global atas serangan Israel baru-baru ini.

h. Mendukung sepenuhnya Yordania untuk
menjalankan peran hukumnya dalam
melindungi Masjid Al-Agsa.

i. Menggarisbawahi bahwa pembatasan
kebebasan akses ke Al-Agsa merupakan
pelanggaran terhadap hak beribadah dan
penghinaan terhadap jutaan umat Islam.

j- Mengkhawatirkan bahwa serangan Israel yang
berkelanjutan terhadap Al-Agsa akan memicu

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023
(30 Maret — 13 April 2023)

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

kemarahan yang meluas terutama dari Muslim
dunia yang membawa stabilitas kawasan dan
global pada risiko tinggi.

Lebih lanjut lagi, Dr. Fadli Zon juga mengusulkan
anggota parlemen organisasi liga Al-Quds untuk
melakukan langkah konkrit, antara lain:

1. Memobilisasi anggota parlemen dari seluruh
dunia untuk mengutuk keras serangan Israel ke
kompleks Al-Agsa baik dalam kata-kata maupun
tindakan.

2. Liga dapat memulai petisi yang ditandatangani
secara virtual atau pernyataan bersama dari
anggota parlemen global yang mengutuk dan
menolak keras serangan Israel. Petisi atau
pernyataan bersama tersebut selanjutnya dapat
disampaikan kepada IPU dan PBB.

3. Liga dapat memulai untuk mengundang anggota
parlemen global untuk menjadi bagian dari
pawai global melawan kebrutalan Israel. Tempat
dan waktunya akan ditentukan sesuai dengan
kemungkinan dan kelayakan. Acara tersebut
juga dapat diadakan bersamaan dengan
konferensi tahunan liga.

4. Penting bagi liga untuk melakukan koordinasi
dan kolaborasi lebih lanjut dengan pemangku
kepentingan lainnya dalam upaya membawa
Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas
pelanggarannya di kompleks Al-Agsa dan
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pembatasannya terhadap kebebasan beragama
rakyat Palestina .

S. Liga dan komunitas global harus mendesak
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menegakkan
perjanjian status quo Yerusalem dengan
menekankan kebutuhan mendesak untuk
memberi Yordania kendali penuh atas situs
tersebut. Tidak masuk akal ketika Yordania
memiliki kekuatan hukum untuk mengelola dan
melindungi Al-Agsa sementara Israel memiliki
kendali penuh di lapangan.

7. | KSI - BKSAP Parliamentary Seminar | Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR

of The League of RI, Dr. Fadli Zon menjadi salah satu partisipan dalam

Parliamentarians for Al- | zoom meeting yang diadakan oleh League of

Quds: Ways to Protect | Parliamentarians for Al-Quds. Pertemuan virtual ini

Al-Agsa Mosque from merupakan respons dari agresi Israel di Masjid Al-

Israeli Aggression Agsa, Palestina pada tanggal 5 April 2023 lalu.

tanggal 11 April 2023.

Dalam intervensinya, Dr. Fadli Zon menyampaikan
posisi parlemen yang senada dengan pemerintah
Indonesia yang megutuk serangan Israel di Masjid Al-
Agsa. Ada beberapa poin dari pertemuan virtual
dengan PUIC pada tanggal 10 April 2023 yang kembali
disampaikan dalam pertemuan ini, antara lain:

1. Mengutuk keras atas serangan Israel baru-baru
ini di Al-Agsa.

2. Menganggap bahwa serangan Israel baru-baru
ini adalah rutinitas biadab yang disengaja yang
diabadikan oleh Israel.
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3. Menyayangkan tanggapan PBB terhadap
masalah ini karena sangat normatif dan bisnis
seperti biasa. Oleh karena itu, kami sangat
mendesak PBB untuk mengambil tindakan nyata
bukan hanya pernyataan biasa. PBB misalnya
dapat mempertimbangkan untuk mengerahkan
pasukan penjaga perdamaian ke kompleks Al-
Agsa setiap bulan Ramadhan sebagai tindakan
pencegahan. Kita tidak ingin UN yang reaktif,
gagap, dan lamban.

4. Kembali menekankan bahwa setiap serangan
terhadap kompleks Al-Agsa harus dilihat sebagai
upaya Israel untuk menyahudikan kompleks Al-
Agsa.

S. Menyarankan untuk memobilisasi aksi global
yang bertujuan memaksa Israel untuk mematuhi
hukum internasional termasuk kontrol ilegal
atas Yerusalem Timur.

6. Mengusulkan untuk menggunakan Inter-
Parliamentary Union sebagai platform
parlementer global untuk secara konsisten
menekan Israel.

7. Menyediakan semua yang diperlukan untuk
mendukung Yordania sebagai penjaga kompleks
untuk menjalankan peran hukumnya dalam
melindungi Masjid Al-Agsa.

8. Menggarisbawahi bahwa serangan Israel yang
berkelanjutan terhadap Al-Agsa akan memicu
kemarahan yang meluas terutama dari Muslim
dunia yang membawa stabilitas kawasan dan
global pada risiko tinggi
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8.

KSB - BKSAP

Working Dinner BKSAP
DPR RI & GKSB DPR
RI — Parlemen Amerika
Serikat dengan US
Congressional
Delegation (CODEL) di
Tugu Kunstkring
Paleis tanggal 11 April
2023.

BKSAP DPR RI bersama Grup Kerja Sama Bilateral
(GKSB) DPR RI - Parlemen Amerika Serikat
mengadakan working dinner dengan US Congressional
Delegation pada hari Selasa (11/04/2023). Delegasi
Kongres dipimpin oleh Senator Jeff Merkley (D-Oregon)
dimana dalam delegasi tersebut turut serta dua
perempuan Anggota Kongres (Congreswomen) yaitu
Rep. Pramila Jayapal (D-Washington) yang pernah
tinggal dan bersekolah di Indonesia, serta Rep. Ilhan
Omar (D-Minnesota) yang menjadi perempuan Muslim
pertama di Kongres AS.

Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) menyambut
baik kehadiran delegasi Kongres Amerika Serikat di
Indonesia serta menekankan bahwa DPR RI dan
Kongres Amerika Serikat perlu meningkatkan kerja
sama di beberapa bidang strategis seperti energi
terbarukan, transisi energi. lingkungan dan perubahan
iklim, konservasi serta pertahanan.

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Amerika Serikat,
Charles Honoris (F-PDIP) menekankan pentingnya
peningkatan kerja sama dan bertukar pengalaman
antara kedua pihak, termasuk dalam bidang kesehatan
masyarakat dan hubungan antar masyarakat
Indonesia — Amerika Serikat. , GKSB juga berencana
untuk mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat
untuk memperdalam diskusi antar kedua parlemen.
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Sen. Jeff Markley berterima kasih atas penyambutan
yang hangat dan berharap agar diskusi yang
konstruktif antara kedua pihak dapat terus
dilanjutkan guna memperkuat hubungan antar-
parlemen kedua negara. Delegasi Kongres Amerika
Serikat juga mengapresiasi Keketuaan Indonesia di
G20 pada tahun 2022 dan berharap pada tahun 2023
rangkaian kegiatan ASEAN dan AIPA di Indonesia
dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

KSR - BKSAP

BKSAP Day:
“Pelaksanaan
Diplomasi Parlemen
Melalui Peran Pemuda
dan Pendidikan"

di FISIP Universitas
Udayana — Bali tanggal
13 April 2023.

Pimpinan BKSAP Dr. Fadli Zon (F-PGerindra), Putu
Supadma Rudan, MBA (F-PD) dan Ir. H. Achmad Hafisz
Tohir (F-PAN) bersama dengan Anggota BKSAP
Krisdayanti (F-PDIP), Muslim, S.HI., MM (F-PD) dan
Didi Irawadi Syamsuddin, SH., L.LM (F-PD) menghadiri
BKSAP Day dengan tema “Pelaksanaan Diplomasi
Parlemen Melalui Peran Pemuda dan Pendidikan" di
FISIP Universitas Udayana - Bali.

Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana
memberikan paparan materi tentang Pelaksanaan
Diplomasi Parlemen Melalui Peran Pemuda dan
Pendidikan. Dalam presentasinya, Ia menjelaskan
tentang tugas dan fungsi BKSAP serta kiprah diplomasi
DPR RI di forum internasional yang menyuarakan
kepentingan kelompok muda.
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1. |- 31 Maret s.d. 2 April Tema: “Manajemen Administrasi
2023. Peradilan Etik”, “Mengenal lebih dekat peran
Paket Meeting di Wisma | Lembaga Penegak Etik Anggota Dewan MKD”.
Kopo DPR RI.

2. |DPRD Kota |3 s.d. 5 April 2023. Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang Mahkamah
Tangerang | Kunjungan kerja ke Kehormatan Dewan, Tanda Nomor Kendaraan
Selatan DPRD Kota Tangerang Bermotor (TNKB) khusus Anggota DPR RI serta Hak

Selatan. Imunitas Wakil Rakyat.

3. [DPRD Kota | 10 s.d. 12 April 2023 Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang Mahkamah

Bandung Kunjungan kerja ke Kehormatan Dewan, Tanda Nomor Kendaraan
DPRD Kota Bandung. Bermotor (TNKB) khusus Anggota DPR RI serta Hak
Imunitas Wakil Rakyat.

4. | DPRD Kota | 10 April 2023. Konsultasi terkait tugas Badan Kehormatan dalam
Bandar Menerima audiensi BK | mengawasi dan mengevaluasi disiplin dan
Lampung DPRD Kota Bandar kepatuhan terhadap moral dan kode etik DPRD.

Lampung.

5. | DPRD Kota | 10 s.d. 12 April 2023 Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang Mahkamah

Bogor Kunjungan Kerja ke Kehormatan Dewan, Tanda Nomor Kendaraan

DPRD Kota Bogor.

Bermotor (TNKB) khusus Anggota DPR RI serta Hak
Imunitas Wakil Rakyat.
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1. | Jamkestama | Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka
Dalam Negeri dalam | evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
rangka Evaluasi Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan
Pelaksanaan untuk:
Program 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan
Jamkestama: para pemangku kepentingan (stakeholders)
1. Tanggal 30 Maret- mengenai pentingnya program Jamkestama,
1 April 2023 ke terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan
Batam, rumah sakit provider sebagai penyelenggara
Kepulauan Riau. program Jamkestama khususnya bagi Anggota
2. Tanggal 2-5 April DPR I daerah pemilihan Papua beserta
2023 ke keluarganya.
Makassar, 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT.
Sulawesi Selatan. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider
3. Tanggal 6-8 April dalam pelaksanaan program Jamkestama.
2023 ke Medan, 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai
Sumatera Utara. pentingnya pelayanan prima yang diberikan
4. Tanggal 9-12 rumah sakit dalam memberikan layanan
April 2023 ke Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan
Palembang, keluarganya, karena masih ditemui beberapa
Sumatera rumah sakit provider belum melaksanakan
Selatan. layanan jamkestama sesuai standar.
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1. |« LPEI Akuntabilitas Keuangan | BAKN DPR RI melakukan
e PT. BPUI Negara. kunjungan kerja ke Solo, Provinsi
¢ PT. PLN Jawa Tengah, selanjutnya
e PT. LPI Kunjungan Kerja melakukan pertemuan dengan
e Dirjen Kekayaan Negara dilaksanakan pada BUMN di Kantor PLN Surakarta,
tanggal 03 s.d. 05 April | dalam rangka Penelaahan BAKN
2023. DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait
Penyertaan Modal Negara (PMN)
pada BUMN dan Lembaga lainnya.
2. | e Dirjen Kekayaan Negara Akuntabilitas Keuangan | BAKN DPR RI melakukan Rapat
Kemenkeu R.I Negara. Dengar Pendapat (RDP) dengan
e Deputi Keuangan dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu
manajemen Risiko Kemen | RDP dilaksanakan pada | R.I, Deputi Keuangan dan
BUMN hari Rabu, 05 April manajemen Risiko Kemen BUMN,
e Sekretaris Kementerian 2023 Pukul: 14.00 — Sekretaris Kementerian BUMN R.I
BUMN R.I 16.00 WIB. dalam rangka Penelaahan BAKN
DPR RI terhadap LHP BPK terkait
Penyertaan Modal Negara (PMN).
3. | e Ketua BPKP Akuntabilitas Keuangan | BAKN DPR RI melakukan Rapat

Negara.

RDP dilaksanakan pada
hari Senin, 10 April
2023 Pukul: 14.00 -
16.00 WIB.

Dengar Pendapat (RDP) dengan
Ketua BPKP dalam rangka
Penelaahan BAKN DPR RI terhadap
LHP BPK terkait Penyertaan Modal
Negara (PMN).
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4. | ¢« PT. Hutama Karya

Finansial)
e PT. KAI

e PT. SMF (Sarana Multigriya

Akuntabilitas Keuangan
Negara.

Kunjungan Kerja
dilaksanakan pada
tanggal 11 s.d. 13 April
2023.

BAKN DPR RI melakukan
kunjungan kerja ke Provinsi
Sumatera Selatan, selanjutnya
melakukan pertemuan dengan
BUMN di Kantor PT. KAI
Palembang, dalam rangka
Penelaahan BAKN DPR RI terhadap
LHP BPK RI terkait Penyertaan
Modal Negara (PMN) pada BUMN
dan Lembaga lainnya.
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